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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya penilaian kinerja bagi semua organisasi baik
organisasi publik maupun organisasi bisnis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi publik yang turun melakukan
penilaian kinerja melalui P2KP setiap tahunnya. Penerapan metode SMART dalam
penentuan sasaran atau SKP yang ada pada P2KP Para PNS di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah baik walau masih belum diterapkan
secara optimal keseluruhannnya. Menurut George T Doran, agar penilaian Kinerja tidak
menimbulkan konflik dan kesalahpahaman, dibutuhkan sebuah metode sebagai pedoman
dalam menentukan sasaran pada penilaian kinerja. Penelitian ini memperlihatkan bahwa
penerapan SMART dalam sasaran kinerja yang ada dalam P2KP sudah cukup besar.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan dan mendeskripsikan sejauh mana penerapan metode SMART dalam
penentuan sasaran kinerja dalam P2KP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada : (1)
Dimensi Spesifikasi (Specific)masih belum berhasil diterapkan secara optimal. (2) Dimensi
Terukur (Measurable)juga masih memiliki kekurangan. (3) Dimensi Dapat dicapai
(Achievable)secara garis besar telah berhasil diterapkan. (4) Dimensi  relevan
(Relevant)telah dapat dikatakan berhasil. (5) Dimensi waktu (Timely) telah dicantumkan
secara jelas.

Kata Kunci :SMART (Spesific Measurable Achievable Relevant, Timely), P2KP
(Penilaian Prestasi Kerja Pegawai), BPBD (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah) Provinsi Sumatera Selatan
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ABSTRACT

This research was conducted on the basis of the importance of performance appraisal for
all organizations, both public organizations and business organizations. The Regional
Disaster Management Agency (BPBD) of South Sumatra Province as a public organization
is involved in conducting performance assessments through P2KP every year. The
application of the SMART method in targeting or SKP in P2KP The civil servants at the
Regional Disaster Management Agency of South Sumatra Province have been good
although they have not been implemented optimally as a whole. According to George T.
Doran, so that performance appraisal does not cause conflict and misunderstanding, a
method is needed as a guide in determining targets in performance appraisal. This study
shows that the implementation of SMART in the performance targets in the P2KP is quite
large. This study uses a type of qualitative research that aims to describe and describe the
extent to which the SMART method is applied in determining performance targets in P2KP
at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Sumatra Province. The
results of the study indicate that: (1) Dimension Specification (Specific) has not been
successfully applied optimally. (2) Measurable Dimensions also still have shortcomings.
(3) The Achievable Dimension has been successfully implemented in general. (4) The
relevant dimension (Relevant) can be said to be successful. (5) The time dimension
(Timely) has been clearly stated.

Keywords: SMART (Specific Measurable Achievable Relevant, Timely), P2KP
(Employee Work Performance Assessment), BPBD (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah) South Sumatra Province
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan fakta dinamika yang memerlukan suatu
pengelolaan yang tepat,sehingga benar-benar menjadi faktor pokok pembangunan. Sumber
daya manusia juga merupakan tujuan pembangunan yaitu dalam rangka pembangunan
manusia seutuhnya. Dengan demikian, sumber-sumber daya manusia mempunyai fungsi
ganda ialah disamping faktor sebagai faktor pembangunan juga sebagai tujuan dari
pembangunan itu sendiri.

Manajemen sumber daya manusia sangat ditentukan oleh sifat manusia itu sendiri
yang selalu berkembang, baik jumlahnya maupun mutunya. Manajemen sumber daya
mansuia harus dapat mencari keseimbangan antara jumlah dan mutu sumber daya manusia
itu dengan kebutuhan-kebutuhan sesuatu negara di dalam pembangunan nasional.Dalam
lingkup manajemen sumber daya manusia, yang menjadi fokus utama adalah kinerja.

Kinerja atauperformance adalah hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan
hasil pekerjaan yang mempunyaihubungan dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan
konsumen, dan memberikankontribusi pada ekonomi.Konsep kinerja (Performance) dapat
didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau degree ofaccomplishtment (Rue dan
byars, 1981 dalam Keban 1995).

Kinerja dilihat dari tingkatan sejauhmana orang itu dapat mencapai tujuan yang
didasarkan padasasaran atau target yang sudah ditetapkan.Antara manajemen sumber daya
manusia dan kinerja yang diharapkan, terdapat sebuah gate yang menghubungkan kedua hal

tersebut, yaitu istilah manajemen Kinerja.



Manajemen kinerja merupakan alat bagi suatu organisasi untuk berhasil mencapai
tujuannya. Oleh karena itu, manajemen manajemen kinerja harus berguna bagi, organisasi,
pimpinan, dan karyawan. Dengan manajemen Kkinerja, diharapkan secara bersama
memperoleh sukses.

Dalam kenyataan memang banyak manajemen Kinerja yang dapat berjalan dengan
baik, namun tidak kurang pula yang mengalami kegagalan. Kegagalan menjalankan
manajemen kinerja dapat berakibat timbulnya citra buruk organisasi. Dengan demikian,
diperlukan adanya suatu cara menjalankan manajemen Kkinerja yang rasional, mudah
dipahami, dan mudah dijalankan. Manajemen kinerja menghadapi tantangan cenderung
tidak dapat dihindari, baik oleh pemimpin maupun karyawan.

Menurut Harvard (2002 : 13) untuk mengetahui apakah manajemen kinerja yang
dilakukan telah berhasil atau belum, dapat dilihat melalui beberapa kriteria yaitu :

Tabel 1

Kriteria Keberhasilan Manajemen Kinerja
No. Kriteria Keberhasilan Manajemen Kinerja
1. | Proses manajemen Kinerja telah memunggkinkan pengalaman dan pengetahuan diproleh
individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk memaodifikasi tujuan organisasi.
2. | Terdapat komitmen dan dukungan dari manajemen puncak untuk menjalankan
manajemen kinerja.Manajemen kinerja akan sulit terlaksana tanpa dukungan dan
komitmen manajemen puncak.
3. | Proses penyelenggaraan manajemen Kkinerja dapat disesuaikan dengan pekerjaan
sebenarnya dari organisasi dan bagaimana kinerja pada umumnya dikelola.
4. | Manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek
maupun pengembangan jangka panjang.
5. | Proses manajemen kinerja diintegrasikan dengan proses perencanaan strategis dan bisnis.
Dengan demikian, manajemen kinerja tidak menambah pekerjaan baru, tetapi bersifat
memperbiki apa yang telah biasa dikerjakan.
6. | Proses manajemen Kkinerja dapat bekerja secara fleksibel untuk disesuaikan dengan
kebutuhan lingkungan lokal atau khusus.
7. | Proses manajemen kinerja siap diterima oleh semua yang berkepentingan sebagai
komponen alamiah manajemen yang baik dan praktik pekerjaan.
8. | Semua stakeholder organisasi terlibat dalam desain, pengembangan, dan pengenalan
manajemen Kinerja, ini terdiri dari manajemen puncak, line manager, pekerja individu,
dan serikat atau perwakilan pekerja.
9. | Proses manajemen Kinerja berjalan secara transparan dan bekerja secara jujur dan adil.
10. | Manajer dan team leader melakukan tindakan untuk memastikan bahwa terdapat saling
pengertian bersama, biasanya tentang visi, strategi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi.
11. | Proses manajemen kinerja memahami bahwa terdapat kepentingan masyrakat dalam
organisasi dan menghargai kebutuhan individual.




12. | Proses manajemen kinerja dipergunakan oleh manajer dan team leader untuk membantu
orang bahwa mereka dihargai oleh organisasi.

13. | Proses manajemen Kinerja membantu menyesuaikan tujuan organisasi dan
individu.individu dan tim diberi kesempatan menyampaikan pandangan tentang apa yang
dapat mereka capai dan pandangannya didengar.

14. | Fokus manajemen Kkinerja pada pengembangan orang dan pertimbangan tentang
dukungan yang mereka perlukan. Terdapat kerangka kerja kompetensi terutama dengan
organisasi dengan keterlibatan penuh semua yang berkepentingan. Training keterampilan
manajemen Kinerja diberikan pada manajer, team leader dan pekerja pada umumnya.

15. | Tujuan dan pelaksanaan manajemen kinerja dan tentang manfaatnya bagi semua yang
berkepentingan, dikomunikasikan secara lebih luas dan efektif. Efektivitas manajemen
kinerja dimonitor dan dievaluasi terus-menerus.

16. | Pendapat semua stakeholder diperhatikan tentang beberapa baik skemanya berjalan dan
tindakan diambil sesuai keperluan untuk memperbaiki berbagai proses.

Sumber : Menurut Harvard (2002 :13) dalamWibowo (2016), him. 30 - 31

Penilaian (appraisal,evaluasi)oleh seseorang dapat dilakukan terhadap apapun
apakah terhadap orang, barang, jasa, atau lainnya dengan memberikan skala ukur atau
indeks. Penilaian dapat juga diberikan kepada hasil kerja (work),pekerjaan (job) kinerja
(performance),prestasi ~ (achievement),atau  terhadap  pelaksanaan  kerja  (work
accomplishment).

Menurut Krettner & Kinicki (1992:476) :

“Performance appraisal involves the judgmental evalution of a job holder’s

traits,behavior,or accomplishment as basis for making important personnel

decisions”.

Untuk menilai kinerja seseorang tentu saja diperlukan indikator-indikator atau
kriteria-kriteria untukmengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak
akan ada arah yang dapatdigunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif
diantara : alternatif alokasi sumber daya yangberbeda; alternatif desain-desain organisasi
yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan pendistribusiantugas dan wewenang yang
berbeda (Bryson, 2002).

Penilaian Kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan

atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan



bagaimana pegawai melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya
dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan
sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan.

Metode penilaian kinerja penting diperhatikan, mengingat bagus atau tidaknya
penilaian kinerja yang dilakukan akan dipengaruhi oleh tepat tidaknya metode penilaian
yang dipilih dan diimplementasikan. Oleh karenanya, kita akan memusatkan perhatian pada
penggunaan, jenis, dan penerapan sistem penilaian kinerja secara formal. (Simanjutak :
2005)

Penggunaan metode penilaian antara satu organisasi dengan organisasi lain bisa
berbeda-beda. Suatu organisasi mungkin cukup hanya menggunakan satu metode saja, akan
tetapi organisasi lainnya akan membutuhkan lebih dari satu pendekatan.

Ada empat pendekatan yang dikenal dalam penilaian kinerja, yaitu : (1) pendekatan
watak (traitapproach), (2) pendekatan perilaku (behavioral approach), (3) pendekatan hasil
(reasult approach),dan (4) pendekatan kontijensi (contigency approach).

Penilaian Kinerja (Performance appraisal) bermanfaat untuk kepentingan beberapa
kepentingan, diantaranya : (1) Administrasi gaji (penentuan besarnya gaji), (2) Feedback
bagi kinerja, (3) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individual pemegang pekerjaan,
(4) Mendokumentasikan keputusan personalia, (5) Pengakuan terhadap kinerja individual,
(6) Mengidentifikasi kinerja yang jelek, (7) Membantu identifikasi tujuan, (8) Keputusan
promosi, (9) Menahan atau melepas orang (personalia), (10) Mengevaluasi prestasi tujuan.

Selain manfaat yang dapat diperoleh atas penilaian kinerja, masih juga akan ditemui
beberapa tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat menimbulkan salah
paham dan konflik antara orang yang dinilai dan orang yang menilai (tim, manajer, atau

bagian personalia). Hal ini disebabkan kemungkinan adanya salah persepsi, tidak realistis,



menyinggung perasaan pribadi, subjektivitas penilai, dan tidak dikaitkan dengan Kinerja

secara obyektif.

Karena alasan — alasan tersebut maka perlu digunakan standar sebagai pendoman,

yang dikenal dengan akronim SMART, dengan penjabaran sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Specific, artinya tidak menggunakan istilah yang umum atau general yang memiliki
bermacam-macam tafsir.

Measurable, artinya dapat diukur.

Attainable,artinya dapat dicapai atau diraih.

Result, artinya hasil, yang dapat digunakan pada penilaian pada watak, waktu kerja,
dan prosedur kerja tidak ada artinya jika tidak menghasilkan produk atau output
sebagai hasil.

Timely,artinya dalam menghasilkan result harus dikaitkan dengan waktu, beberapa

lama untuk menghasilkan.

Pada umumnya, penilaian kinerja akan efektif apabila dalam penilaian kinerja

ditentukan sasaran kinerja yang sesuai. Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara

spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang

ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati, dan

dapat diukur.

Sasaran merupakan harapan.Sasaran dapat juga diartikan sebagai suatu kinerja yang

mencakup unsur-unsur, diantaranya :

a) The performers, yaitu orang yang menjalankan kinerja,

b) The action atau performance,yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh

performer,

c) Atime element,menunjukan waktu kapan pekerjaan dilakukan.



d) An evaluation method,tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat dicapai,

e) The place,menunujukan tempat dimana pekerjaan dilakukan.

Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik dalam bentuk kata kerja secara spesifik
dan dapat diukur. Perkataan menurunkan, meninggkatkan, dan mendemonstrasikan bersifat
lebih efektif daripada mengawasi, mengorganisasi, memahami, mempunyai pengetahuan
atau apresiasi.

Sasaran ditulis secara spesifik untuk membuat hasilnya jelas. Sebagai contoh:
“Meningkatkan pendapatan dari 30% menjadi 40%”lebih spesifik daripada sekedar
menunjukan saling pengertian tentang perlunya meningkatkan pendapatan.

Menentukan tanggal atau waktu secara spesifik untuk menyelesaikan pekerjaan juga
sangat berguna ketika menulis sasaran.Sebagai contoh: “Menghasilkan sepatu 100 pasang
pada 10 november 2005”atau “Memproduksi 100 pasang sepatu dalam waktu satu bulan
yang akan datang.”

Sasaran yang efektif dinyatakan secara  spesifik,dapat  diukur,dapat
dicapai,berorientasi pada hasil,dan dalam batasan waktu tertentu.

Di Indonesia, dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan,
pemerintah berupaya memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan memberikan pelayanan
publik melalui beberapa organisasi sektor publik. Namun tak jarang ditemui bahwa kinerja
yang diberikan organisasi sektor publik ini seakan seadanya, dikarenakan pengukuran
kinerja instansi pemerintah jarang dilakukan sementara pengukuran kinerja pegawai masih
didasarkan pada standar evaluasi yang lama, jarang dievaluasi dan direvisi sehingga tak
jarang menimbulkan masalah. Standar tersebut telah digunakan sekian lama dan dirasatidak

sesuai dengan perubahan paradigma dan tuntutan publik.



Di dalam era Otonomi Daerah saat ini, tuntutan publik dipahami sebagai perwujudan
dan komitmen yang nyata dari akuntabilitas publik, yang ditunjukan dalam bentuk kinerja,
termasuk dalamnya kinerja institusi dan aparat pemerintah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenal sebagai aparat pemerintah yang menjalankan
pemerintahan atau bertugas sebagai pelayan masyarakat selama ini dikenal dengan stigma
yang buruk atau bahkan cenderung tidak memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang
bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.Sebagai elemen
penyelenggara tata kelola pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut harus memiliki kualitas dalam memberikan
kinerjanya.

Tabel 2

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan

No PNSdi BPBD Provinsi Sumsel berdasarkan Golongan Jumlah
1. | Golongan IV 9 Orang
2. | Golongan Il 52 Orang
3. | Golongan Il 8 Orang
4. | Golongan | -
Jumlah Seluruh 69 Orang

Sumber : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Provinsi Sumatera Selatan, diolah penulis 2021

Berdasarkan tabel 2 maka diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai subjek penilaian dalam Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) adalah sebanyak 69 orang.




Gerakan Reinventing Government juga menuntut agar kinerja tidak lagi diukur
dengan berapa besarnya input dan bagaimana prosedur yang ditempuh untuk mencapai
output sebagaimana dianut selama ini, tetapi dengan mengutamakan hasil akhir yang benar-
benar dirasakan pelanggan atau masyarakat. Tuntutan ini didasarkan pada kenyataan bahwa
akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat selama ini, yang diwujudkan dalam bentuk
kinerja, dirasakan masih sangat minim.

Pada saat ini, tuntutan akan good governancemenjadi semakin mendesak, sehingga
harus diakomodasikan dalam standard penilaian kinerja pemerintahan.Standar penilaian
yang digunakan masih berifat seragam, kurang mengakomodasi variasi-variasi bidang tugas
pokok dan fungsi pegawai, misi institusi dan kekhasan dari tingkatan hirarki. Oleh
karenanya, hasil penilaian pun kurang menggambarkan apakah seseorang telah memiliki
tingkat kinerja tertentu.Dalam hal ini, tata kelola pemerintah mengharuskan para SDM-nya
terutama Aparatur Sipil Negara harus memiliki kualitas dan memberikan kinerja terbaiknya.

Untuk melihat kualitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maka diperlukan suatu
pengukuran yang disebut penilaian kinerja. Sebagai catatan, sekarang sistem penilaian
kinerja PNS telah memiliki revisi di beberapa aspeknya, dan kalau dahulu dikenal dengan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang sekarang telah mengalami revisi
menjadi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP).

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) adalah suatu proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP)terus dilaksanakan dalam rangka
penyelengaraan pembinaAparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan sistem prestasi kerja dan

sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja



Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan dengan berorientasi pada peninggkatan prestasi
kerja dan pengembangan potensi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil ditentukan bahwa, yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja PNS
adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari PNS yang bersanggkutan dengan
ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bahwa Penilaian Prestasi PNS dilakukan
berdasarkan lima prinsip : (1) objektif, (2) terukur, (3) akuntabel, (4) partisipatif, dan (5)
transparan.

Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS
yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen
kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa sasaran kerja
pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan
biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam
suatu manajemen kinerja PNS yang terdiri atas : (a) perencanaan kinerja, (b) pelaksanaan,
pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja, (c) penilaian kinerja, (d) tindak lanjut, dan (e)
sistem informasi kinerja PNS.

Proses penyusunan SKP yang dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan : (a)
perencanaan strategis instansi pemerintah, (b) perjanjian kinerja, (c) organisasi dan tata
kerja, (d) uraian jabatan, dan atau (e) SKP atasan langsung.

Dijelaskan lebih lanjut Pada Pasal 9 PP No. 30 Tahun 2019 bahwa :
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“SKP sebagaimana dimaksud harus memuat Kkinerja utama yang harus dicapai

seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat

memuat kinerja tambahan”

Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi

kerja dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis

terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun

rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian. Format SKP ini berisikan uraian

kegiatan tugas jabatan yang relevan dengan bidang/unit kerja serta instansi yang dinaungi

Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian ditetapkan target atas hasil kerja.

Gambar 1
Format SKP dalam P2KP
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Jakar, Januwari 2013
Pejabat Peniai, Pegawai Meger Sipil Yang Dinilai

Sumber : Internet

Dalam rangka meningkatan daya guna dan hasil guna penilaian prestasi kerja

dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi dalam arti Aparatus Sipil Negara (ASN) yang

dinilai terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja yang akan
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dicapai, dan proses penilaian. Penilaian dilakukan melalui dua aspek, yaitu penilaian atas
realisasi kegiatan tugas dan jabatan seperti yang tertuang dalam SKP, kemudian dilakukan
juga penilaian atas perilaku kerja, yang dilihat melalui enam aspek perilaku.

Gambar 2
Format Penilaian Perilaku Kerja

1. Orientasi Pelayanan
Integritas =

Komitmen =

2
3
4. Disiplin =
5 Kerjasama =
6 Kepemimpinan =

Jumlah =

Nilai Rata-rata =

Sumber : Internet

Setelah penilaian berhasil dilakukan secara keseluruhan, hasil rekomendasi penilaian
prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja organisasi melalui peninggkatan prestasi
kerja, pengembangan potensi, dan Kkarier yang bersangkutan serta pengembangan
manajemen, organisasi dan lingkungan kerja. Atasan pejabat penilai secara fungsional bukan
hanya sekedar memberikan legalitas hasil penilaian dari pejabat penilai, tetapi lebih
berfungsi sebagai motivator dan evaluator seberapa efektif pejabat penilai melakukan
penilaian,untuk mengimbangi penilaian dan persepsi pejabat penilai sebagai upaya
menghilangkan bias-bias penilaian.

Sistem penilaian prestasi kerja bersifat terbuka, diharapkan dapat meningkatkan
motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilai

dengan Aparatus Sipil Negara (ASN) yang dinilai dalam rangka objektivitas penilaian dan
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untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap Aparatus Sipil Negara (ASN) dan tentu untuk
menciptakan Good goverment atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai
lembaga pemerintah sebagai upaya atas pencegahan dan penanggulangan bencana di
wilayah Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan SDM
yang berkualitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
memiliki sumberdaya manusia yang cukup banyak dalam menjalankan tugas — tugasnya
sebagai lembaga pemerintah.

Untuk melihat kualitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, metode penilaian yang dilakukan
melalui P2KP. Contoh penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dilakukan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatanuntuk jabatan Analisis
Rehabilitasi Masalah Sosial di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Sumatera Selatan, adalah :

Tabel 3

Kegiatan Tugas Jabatan dalam Formulir SKP untuk Jabatan Analisis
Rehabilitasi Masalah Sosial

No. Kegiatan Tugas Jabatan

1. | Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran bagian rehabilitasi.

2. | Mempelajari, menganalisis serta menelaah bahan-bahan perbaikan lingkungan
bencana daerah.

3. | Mengumpulkan bahan — bahan perbaikan lingkungan daerah bencana.

4. | Mengadakan penelitian permasalahan sosial psikologis dan rekonsiliasi dan resolusi
konflik.

5. | Mempelajari, menganalisis serta menelaah bahan-bahan pemulihan keamanan dan
ketertiban dan pelayanan publik.

Mengadakan penelitian permasalahan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

®|No

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dari kegiatan.

9. | Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Sumber : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Provinsi Sumatera Selatan, diolah penulis 2021
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Tabel 3 adalah contoh SKP yang ditetapkan pada salah satu jabatan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Penilaian P2KP secara keseluruhan bobot SKP akan mempengaruhi 60% dari
keseluruhan penilaian. Dan untuk sisanya akan dinilai melalui perilaku kerja sebesar 40%
yang dinilai melalui aspek : (1) orientasi pelayanan, (2) integritas, (3) komitmen, (4)
disiplin, (5) kerjasama, (6) kepemimpinan.

Kemudian muncul pertanyaan, dikarenakan alasan penilaian kinerja tidaklah berguna
jika tidak dilakukan dengan baik dan benar. Baik berarti mengikuti kaidah yang
tepat,dengan alat dan analisis yang tepat. Seperti apakah persyaratan penilaian yang baik dan
tepat? Tidak hanya itu, hasil penilaian perlu dianalisis dan disimpulkan. Hasil analisis dan
kesimpulan tersebut akan sangat bermanfaat untukmenjadi masukan bagi individu maupun
manajemen untuk dapat memperbaiki kinerja berikutnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, muncul lagi pertanyaan lain. Apakah Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Sumatera Selatan selama ini, apakah telah sesuai dengan kaidah dan
standar sebagai pendoman, yang dikenal dengan akronim SMART?

Dengan melihat kembali uraian — uraian diatas, tentu sangat penting untuk dilakukan
analisis terhadapPenilaian Prestasi Kerja Pegawai(P2KP) yang diterapkan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, apakah telah berjalan
baik atau masih kurang baik. Untuk itu diperlukan adanya penelitan ini, dan akan dibahas
melalui Skripsi ini dengan judul “Analisis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP)
dengan Menggunakan MetodeSpesifikasi Measurable Achievable Relevantdan Timely
(SMART) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera

Selatan”.



14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dirumuskan masalah :
Bagaimana penerapan SMART (Spesifikasi, Measurable, Achievable, Relevantdan Timely)
dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) yang dilakukan di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar penerapan SMART (Spesifikasi,
Measurable, Achievable, Relevantdan Timely) dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
(P2KP) yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Sumatera Selatan.
2. Kegunaan Penelitian

Sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan penelitian terkait penilaian kinerja, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan

Metode SMART (Spesifikasi, Measurable, Achievable, Relevantdan Timely)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagaiberikut :
1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan
tentang penilaian kinerja, P2KP dan Metode SMART (Spesifikasi, Measurable, Achievable,

Relevantdan Timely).
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan di
bidang Manajemen Sektor Publik, khususnya yang berkaitan dengan penilaian kinerja,
P2KP dan Metode SMART (Spesifikasi, Measurable, Achievable, Relevantdan Timely).
b. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sarana evaluasi untuk
perbaikan dimasa mendatang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sumatera Selatan dalam hal penilaian kinerja agar bisa menjadi lebih baik ke
depannya.
c. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk penelitia
lebih lanjut bagi jurusan llmu Administrasi Publik terkhusus konsentrasi Manajemen Sektor

Publik.



DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Durri, 2015, Metode Penelitian, Tangerang : Penerbit Universitas Terbuka.
Georgopolous dan Tannenbaum, 1985, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga.

Haryatmoko, 2015,Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Yogyakarta :
PT Kanisus.

Keban, Yeremias T, 2014, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Yogyakarta :
Penerbit Gava Media.

Koesomowidjojo, Suci RM, 2014, Balanced Scorecard Model Pengukuran Kinerja
Organisasi dengan Empat Perspektif, Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses.

Lionardo, Andries. 2016,Administrasi Pemerintahan Daerah, Palembang : Tunggal Mandiri
Publishing.

Martini dan Lubis, 1987, Teori Organisasi, Bandung : Ghalia Indonesia.

Mindarti, Lely I, 2007,Revolusi Administrasi Publik, Malang : Bayumedia Publishing.
Siagian, Sondang P, 1987,Manajemen Modern, Jakarta: PT. Gunung Agung.

Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sigit, Soehardi, 2003. Esensi Perilaku Organisasional. Yogyakarta : Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Sinambela, Lijan & Sarton, 2019, Manajemen Kinerja (Pengelolaan, Pengukuran, dan
Impikasi Kinerja),Depok : PT RajaGrafindo Persada.

Steers, Ricard M, 1986, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga.

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung :
Penerbit Alfabeta.

Syafiie, Inu K, 2010,lImu Politik. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Wibowo, 2016, Manajemen Kinerja, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Winardi, J, 2014, Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Bandung : PT RajaGrafindo
Persada.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara

104



105

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawali
Negeri Sipil

Peraturan Kepala BPBD Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jurnal
Andri Prayoga dan S R Chandra Nursari, 2020, Journal of Informatics and Achanced
Computing.
“Evaluasi Kinerja Kepolisian Berdasarkan Kriteria Pengguna Menggunakan
Metode SMART ”.VVolume 1, Nomor 1.

Bambang TJ Hutagalung, Elida Tuti Siregar dan Juanda Hakim Lubis, 2021, Jurnal Media
Informatika Budidarma.
“Penerapan Metode SMART dalam Seleksi Penerima Bantuan Sosial Warga
Masyarakat Terdampak Covid-19 ”.Volume 5, Nomor 1.

Cyrilla Indri Parwati, Imam Sodikin, Rifkhi Fauzi, 2018, IEJST (Industrial Engineering
Journal of The University of Sarjanawiyata Tamansiswa)
“Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Strategic Management Analysis And

Reporting Technique (SMART) System ”.VVolume 2, Nomor 1.

Deddy Rusyandi dan Rachmawati, 2017, ISEI : Business and Management Review.
“Evaluasi Penilaian Kinerja Dengan Menggunakan Metode SMART dan

Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja”.VVolume 1, Nomor 2.

Imam Sodikin, Petrus Wisnubroto, Nisrina Mumtaz Ayunin, 2017, IEJST (Industrial
Engineering Journal of The University of Sarjanawiyata Tamansiswa)
“Pengukuran Kinerja Perusahaan Menggunakan Strategic Management Analysis
And Reporting Technique (SMART) System Di PT Telkom Witel
Magelang ”.VVolume 1, Nomor 1.

Kasim, 2018, Inspiration : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi
“Analytic Dashboard Untuk Penilaian Capaian Kinerja Dengan Metode SMART

Decision Support System ”.VVolume 8, Nomor 2.

Lithrone Laricha Salamon, M Agung Saryatmo, dan Gilbert Giovanni Salim, 2017, Jurnal
Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Kristen Krida Wacana.
“Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Model SMART Systems”.Volume 6,
Nomor 23.

Patri Juari Ayu, dan Widowati Johannes, 2018, Jurnalllmu Pemerintahan Suara
Khatulistiwa.



106

“Analisis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara”.VVolume 3, Nomor 1.

Petir Papilo, 2012, Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan
Industri(STNIKI).
“Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Penerapan Metode IPMS yang terintegrasi
dengan metode SMART Systems”.VVolume 1, Nomor 1.

Petir Papilo, 2012, Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan
Industri(STNIKI).
“Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Penerapan Metode IPMS yang terintegrasi
dengan metode SMART Systems”.VVolume 1, Nomor 1.

Raditya.Y.E1, Dira Ernawati, dan Rochmoeljatie, 2018, Tekmapro: Journal of Industrial
Engineering and Management.
“Evaluasi Kinerja Perusahaan Menggunakan Metode SMART System Di PT Panca
Graha Pratama”.VVolume 13, Nomor 1.

Ranti Putri Pratiwi, 2010, Jurnal Universitas Gunadarma.
“Penerapan SMART System Sebagai Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan

(Studi Kasus Pada UKM Hentoro Leather) ”.VVolume 1, Nomor 1.

Sumber Lainnya

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) RKPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019-2023.

Arsip P2KP Pegawai di BPBD Provinsi Sumatera Selatan



